| -BUPATI KARANGANYAR

Menifpbdil;g = }:

;Meri‘ging‘a:t |

' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR /M’ TAHUN 2/16
2014

TENTAN G

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN ’

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

’ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

-BUPATI KARANGANYAR

. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan o
- Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar, maka perlu diatur Pedoman Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan

Pelayanan Informa31 dan Dokumentam,

o Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang “

Pembentukan = Daerah-daerah Kabupaten dalam

, ‘ngkungan Provinsi Jawa 'I‘engah ,
. Undang-Undang Nomor 28 ‘Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih : dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

" Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 3851);
. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
'sebaga.lmana telah diubah beberapa kali .terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32

‘Tahun' 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

' Tambahan  Lembaran Negara Repubhk Indonesia "~

Nomor 4844); -

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tcntang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
-~ Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang .

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

" Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonema Nomor 5038),



o,

Undang-Undang Nomor 43 Tahun - 2009 tentang

 Kearsipan (Lembaran  Negara Republik Indonesia
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~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik.

-Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5071); :

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang .
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk e
- Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nom'or 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); -~

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

. Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

10.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
~ tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indoncsm

' Nomor 5149], _

11,
. tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12.

Peraturan Komisi Informam Nomor 1 Tahun 2010‘

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2},
~ sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar

o (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012
v Nomor 2); : o
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
" DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.




BAB I
KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

2.

‘Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Karanganyar. . SR
Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
Karanganyar.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selan_]umya dlsmgkat .

- SKPD - adalah . Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah.

. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, -
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

teknologi - informasi dan ‘komumkam secara elektromk
ataupun non—elektromk '

Informasi Publik adalah mformasi yang dihasilkan, |
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

~ penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, -
serta informasi lain yang berkaltan dengan kepentlngan Lo
publik. : -

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, leglslatlf ,

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan - dan Belanja Daerah, — atau organisasi
non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

‘dan/atau Anggaran Pendapatan dan Bclanja ‘Daerah, “ "

sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. .
Pejabat Pengelola Informasx dan Dokumentasi yang

- selanjutnya disingkat PPID adalah - Pejabat yang.
- bertanggung = jawab di bidang penyimpanan,

~10.

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan

' informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab = |

langsung kepada atasan PPID.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ‘

.yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah Pejabat

yang bertugas membantu pelaksanaan pengelolaan, |
pelayanan, dan dlsemlna31 mformasx publlk Pemerintah
Daerah ' v



S Atasan Pejabat Pengelola Informa31 dan Dokumentasi"-":fff
 adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat = -
- yang bersangkutan dan/ atau atasan dan atasan langsung.j T

- Pejabat yang bersangkutan.

12, anbat Pengclola Informa31 dan Dokumentasx Satuan Kerja " o
- Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPID SKPD =~ =

 adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang

~ penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau - R

= pelayanan 1nformas1 pada SKPD bersangkutan

13 Tim Uji- Konsekuen31 adalah “tim - yang bertugas .‘ , L B

s melaksanakan - pengujlan atas konsekuen31 dlbukanya.
1nformaS1 publik. : : o :

. 14.Daftar Informa31 Publik adalah catatan yang bcnsi IR
keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi-

' Publik yang berada dlbawah _penguasaan - Pemenntah .

.Daerah/ BUMD/Satuan Pendldxkan tldak termasuk RS S

‘informasi yang dxkecuahkan

15 Pengguna  Informasi Publik  adalah - orang‘ yang‘}» SRR,
S menggunakan informasi publik: sebagaimana diatur dalam o

o ketentuan Peraturan Pemndang-undangan yang berlaku. .

| -16. Pemohon Informa81 Publik adalah Warga Negara dan/ atau = '

- badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan

 informasi pubhk sebagalmana diatur dalam ketentuanf R -

Peraturan Pemndang—undangan yang berlaku

S BAB 0 o R
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI -

Pasal 2

| Mcnetapkan Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informas: S

dan Dokumentasi sebaga1 acuan dan wajib dilaksanakan oleh

setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam S
pengelolaan ‘informasi publik, dokumentasi dan - arsip, = R
pelayanan ‘informasi publlk penanganan pengaduan dan [
penyelesaian sengketa mformas1, sebaga.lmana tersebut dalam R

Lamp1ran L Peraturan ini.

Pasal 3

Struktur bagan orgamsasx Satuan Kerj]a Pengelola Informas1 R

o - dan Dokumenta31, susunan sekretans dan pembantu Satuan

T Kerja Pengelola Informasi dan. Dokumenta31, sebagalmana: I

[ tersebut dalam Lamplran I Peraturan ni. .



S s BERITA ,

BAB III e
PENUTUP B

Pasal 4

(1) Dengan dlberlakukannya Peraturan Bupat1 1n1,v makavv -
- semua Peraturan Bupati rnaupun Keputusan Bupatl yang . .
_ berkaitan dengan Pengelolaan dan’ Pelayanan Informasi '\ @ - =
. dan Dokumentas: dlcabut dan dlnyatakan t1dak berlaku_f*' ST
’ Iagl L o I

Pasal 5

| (2) Peraturan Bupatl ini mula1 : berlaku pada tanggal -
© Agar setiap “orang mcngetahumya, momerintahkan
 pengundangan  Peraturan . Bupati  ini  dengan

penempatannya dalam_ Benta Daerah Kabupaten‘

S Karanganyar e

D1tetapkan d1 Karanganyar
pada tanggal 2 MeA lOV"
BUPATI KARANGANYAR

Dlundangkan d1 Karanganyar 7: LT
' padatanggal § Mei 2014
o ';»—':SEKRETARIS DAERAH :

A UPATEN KARANGANYAR

=Y. ERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAI—IUN 2013 NOMORZ o




fLAMPIRANI : T
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 ‘TAHUN 2013 |

' : TENTANG

PEDOMAN ~ PENGELOLAAN  DAN
'PELAYANAN ~ INFORMASI ~ DAN
- DOKUMENTASL.

PEDOMAN PEN_GELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. UMUM .

1. Maksud dan Tujuan

a. Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informa31 dan Dokumentasx o

- ;dnmaksudkan sebagai acuan dan wajib dilaksanakan oleh setiap
- Badan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
~.informasi publik, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi

i publik, - penanganan pengaduan, dan - penyelesaian sengketa

- ;informasi.
b.;Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
bertujuan untuk menmgkatkan kualitas pelayanan informasi

~ publik sesuai dengan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan
ﬁmudah di setiap Badan Publik d1 hngkungan Pemermtah Daerah

‘B PRINSIP-PRINSIP' PENGELOLAAN ’INFORMASI DAN : PELAYANAN X
INFORMASI PUBLIK ‘

Pnn31p prinsip dalam membenkan pelayanan 1nf0rm381 pubhk mehputl .
hal-hal sebagai berikut :

1. mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setlap keglatan dalam
‘pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat
waktu, disajikan dengan lengkap, dlkoreksx sesuai kebutuhan, dan
mudah dlakses, : :

-2 transparansi yaitu dalam pembenan pelayanan 1nforma81 pubhk ‘
harus dllaksanakan secara jelas dan terbuka;

3. akuntabel yaitu setxap kegiatan dalam pembenan pelayanan
informasi publik harus dapat dlpertanggun-awabkan ’ '

4, proporsionalitas yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan
informasi publik harus memperhankan keselmbangan antara hak

‘dan kewapban

. C. AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Akses informasi dan dokumentasi, meliputi hal- hal sebaga;l berlkut

1. Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka
dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;.

2. Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dlperoleh
’ Pemohon Informasi Publik depgan cepat tepat waktu, blaya ringan,
dan dapat dlakses dengan mudah : v



3 Informasi Pubhk yang dlkecuahkan di I1ngkungan Pemermtah Dacrah
adalah informasi publik yang bersifat rahasia, ketat, dan terbatas
sesuai ketentuan Peraturan Perundang—undangan yang berlaku.

4. Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup

~  Informasi Publik dapat melindungi kepentmgan yang lebih besar

danpada membukanya atau sebahknya

. RUANG LINGKUP BADAN PUBLIK

Ruang lmgkup Badan Pubhk yang menjadx subyek dalam Peraturan 1n1, '

- meliputi :
1. Badan Publik SKPD Pemermtah Daerah
2. Pemerintah Desa di hngkungan Pemermtah Daerah;

3 Badan Usaha M1hk Dacrah (BUMD)

SATUAN KERJA ‘PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN

- PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN

PUBLIK BUMD

1. Ketentuan mengenai Satuan Ker]a Pengelola Informa31 dan
~ Dokumentasi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. untuk melaksanakan pelayanan informasi dan dokumenta31 pada B
‘Pemerintah Daerah dibentuk Satuan Kerja Pengelola Informasi dan
~ Dokumentasi Pemerintah Daerah;

" b. Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasx Pemermtah

Daerah terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Uji Konsekuensi, PPID

: :Pemerintah Daerah, PPID SKPD, PPID Pembantu dan Sekretanat o
- PPID;

c. Pembina Satuan chja Pengelola Informasx dan Dokumenta31

(dijabat oleh Bupati; -‘

d. :Pengarah Satuan Kerjé Pengelola Informasx dan Dokumentasii
dijabat oleh Sekretaris Daerah; :

- ,‘e."'PPID Pemenntah Daerah melekat pada jabatan struktural'

pimpinan SKPD yang membidangi urusan wajib Komunlkam dan
Informatika Pemerintah Daerah;

s PPID SKPD adalah Pejabat Struktural di hngkungan SKPD

sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;

~g. Tim Uji Konsekuensi melekat pada jabatan struktural p1mp1nan

v SKPD, sebagaimana tersebut dalam Lampu'an II Peraturan ini. _

"h. PPID Pembantu adalah Pejabat Struktural di lingkungan

: ‘_Pemenntah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II
Peraturan ini. ’

i. Sekretariat PPID adalah SKPD yang membidangi urusan Wajlb
" komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah.

2 Ketentuan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenta31
I pada badan pubhk BUMD, sebagai berikut : .

‘a. Pengelolaan, pelayanan, dan diseminasi mforma31 pada badan»
publik BUMD dﬂaksanakan secara : mandm oleh badan pubhk
BUMD dimaksud; ‘ , 5 o



perlu dltetapkan PPID pada’ badan pubhk BUMD

c PPID badan pubhk BUMD adalah Pejabat Struktural BUMD yang‘ B

dokumenta31 .
3 Mekamsme penetapan dan penunjukan sebagau benkut

. menguasai dan/ atau membxdangl pengelolaan mformasz dan-f

- va Satuan Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemennta.hv-:f cl
‘Daerah ditetapkan oleh ‘Bupati- dan bertanggung _]awab kepada';._[* R

Bupat1 melalui Sekretaris Daerah;

b . PPID pada badan pubhk BUMD dltunjuk dan dltetapkan oleht. .'x»:fi"‘ o
~ Pimpinan -tertinggi badan publik BUMD dan bcrtanggung Jawab SR

kepada P1mp1nan badan pubhk BUMD dunaksud o

F 'STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN 'FUNGSI SATUAN KERJA X

PELAYANAN IN FORMASI DAN DOKUMENTASI

1 Susunan ‘organisasi Satuan  Kerja. Pengelola Inf_onna31 _‘,_dan -

,» o :‘:-_Dokumentam Pemenntah Daerah, mehputl

- a. Atasan PPID terdln dan pembma dan pengara.h LA
| jPP’ID Pemenntah Kabupaten Karanganyar o . |
Sekretaris PPID; :
. PPID SKPD; SE
T1m Ujl Konsekuens1, o

o _'-:Informash

PPID - Pembantu Bagian Pengolahan Data dan Dlsemmasr‘i’f’:'& R

A g PPID Pembantu Baglan Pengkajlan KIasﬁikasn ; dan

BN '-fpendayagunaan Informam _
2. ,Tugas dan fung81 PPID Pemermtah Daerah sebagm benkut

v :masmg-masmg
. Fungsi PPID Pemermtah Daerah sebaga1 benkut

i ‘ff'ﬁ;merencanakan, mengorgamsamkan mengawasi, ‘dan mengevaluasx j }_1“1 ;‘j. :
" pelaksanaan - keglatan pengelolaan dan pelayanan informasi di - = = -
,.:_hngkungan SKPD sesuau dengan blda_ng dan ‘ Urusannya‘f L

- 1) Merumuskan kebijakan strategis- pengelolaan dan pelayanan . o

‘informasi publlk pada Pemerintah Daerah

T Daerah

SDM 1nforma31 pubhk
- informasi pubhk

. 3 Tugas dan F‘ungs1 T1m Up Konsekuensx seb s_u_behkut

 pengujian  konsekuensi  ata dibuka;ﬁ' “informasi pubhk» o
berdasarkan ketentuan Peraturan Perhﬁd g~undafngan T

7'"2) Melaksanakan fungsi pengendahan momtonng, dan evaluas1; .,
. pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh =~ .
- satuan kexja pengclola mformam dan dokumenta51 Pemenntah, et

K 3) Perencanaan dan pelaksanaan prOgram pemngkatan kapasuas

4) ‘Melaksanakan pendampmgan dan konsulta31 pelayananksv} i

5) Penyelesauan keberatan advokasx, dan sengketa lnfOI'l’l’laSI :

a. ’I‘ugas tim uji - konsekuen& adaiah "m‘blékukan anahsxs dan R



b Fung31 tim uji konsekuen& sebagai benkut

) Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuens1 dlbukanya .
informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

2) Melaksanakan kebl_]akan ‘dan asistensi pelaksanaan ._
’- pengklasifikasian informasi publik; o

3) Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada PPID
' Pemerintah Daerah dan PPID SKPD terkait d1tenma atau
ditolaknya suatu permintaan 1nforma81 publik. o

4, 'I‘ugas dan Fungsi Sekretaris PPID, sebagal berikut :

~a. Tugas Sekretaris PPID yaitu melaksanakan kegiatan administrasi,
- . dokumentasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan
~ pelayanan informasi dan dokumentasi Pemenntah Daerah '

~b. Fungsi Sekretaris, sebagai berikut :

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan "
informasi dan dokumentasi; ,

' 2) Pelaksanaan koordinasi dan konsohdam dalam ‘ »rangka"
~ pengumpulan informasi dan dokumenta31, _ ‘
: 3) Pelaksanaan administrasi  pelayanan  informasi dan
dokumentasi, korespondensi, dan penyediaan meja informasi; ‘
'4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan
- atas permintaan informasi dan dokumentasi; : . ,
| 5) Pelaksanaan  koordinasi - - dalam  rangka pénanganan
- penyelesaian keberatan informasi;
= ?6) Pelaksanaan pelaporan kegiatan PPID Pemenntah Daerah
3, Tugas dan Fungsi PPID SKPD, sebagai berikut :

a. Tugas PPID SKPD adalah melaksanakan penghunpunan informasi
vfi;pubhk dan melayani permintaan informasi publik sesuai
‘dengan - penguasaan informasi, serta tugas pokok dan fungsi

- masing-masing SKPD.

.~ b. 'Fungsi PPID SKPD, sebaga1 berikut : ‘ . :

~:1) Pelaksanaan inventarisasi, penylmpanan dan pemeliharaan

informasi dan dokumentasi pada masing-masing SKPD; -

'72) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan atasan PPID
" dan PPID Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan

. permintaan i mformasx publik; . v |

o 3) Menyedlakan informasi dan dokumen yang berada dlbawah -
. penguasaan SKPD;
' 4) Melayani permintaan informasi  publik kepada pemohon "

¢ terhadap informasi yang tidak dikecualikan; |
5) Melaksanakan pelaporan pelayanan mformaSI pubhk kepada“

v . - PPID Pemerintah Daerah. o
6. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu Bldang Pengolahan Data dan )
Diseminasi Informasi, sebagai berikut : |

. a. 'I‘ugas PPID Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dlsemmam s

Informasi adalah melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran,
pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, dan diseminasi
v mfonna31 pubhk PPID Pemenntah Daerah ‘ : :



b, F‘ungsx Bldang Pengolahan Data dan Dlsermna31 Informasi séb‘aga.i v

:' berikut :

o 1) Pelaksanaan perencanaan program di bxdang pengolahan Data !

dan diseminasi 1nforma31 :

1 2) Melaksanakan penghimpunan, pendataan dan penylmpanan '

- informasi publik dan PPID SKPD sesuai urusan dan bldangnya' 3
masing-masing; . o

3) Pembuatan database mforrna31 pubhk

4) Peningkatan aksesibilitas diseminasi informasi publik melalm
penyediaan sistem informasi dan portal informasi publik; =

7 Tugas dan Fungsi PPID Pembantu Bidang Pengkapan, KIaSIfikasx dan
v Pendayagunaan Informasi, sebagai berikut:

a.

Tugas PPID Pembantu Bidang Pengkajian, Kla31f1ka31, dan'
Pendayagunaan Informasi adalah melaksanakan telaah atas

}mforma51 publik, pengklasifikasian informasi publik, sosialisasi, -

dan forum studi kebijakan informasi publik, serta optimalisasi

- pemanfaatan informasi pubhk melalui medla komumkam sosial,
‘cetak, dan elektronik. v :

. Fungsi Bidang Pengkajlan Kla31fika81, dan ’Pendayagunaan

~ Informasi, sebaga1 berikut :

1) Perencanaan dan pelaksanaan program penmgkatan kapasn;as ;
informasi publik;

 2) Pelaksanaan pengklaélﬁkasxan 1nfonna31 pubhk
~ 3) Pelaksanaan pengkajxan dan forum stud1 kebijakan 1nformas1 |

publik;

4) Sosialisasi dan dlscmlna81 informasi pubhk mela1u1 media
komumkam sos1a1 cetak dan elektromk ' :

G. MEKANISME PENGUMPULAN - PENGKLASIFIKASIAN,
PENDOKUMENTASIAN, DAN PELAYANAN INFORMASI

1. Pengumpulan Informasi, meliputi :

a.

Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghunpunan
kegiatan yang telah, scdang dan yang akan dilaksanakan oleh
setiap SKPD;

Informasi yang dlkumpulkan adalah mforma31 yang berkuahtas |

dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;

Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari Pejabat dan
arsip, baik arsip statis maupun dinamis;

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ merupakan Pc;abat
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis
merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi SKPD bersangkutan;

Penyediaan informasi = dilaksanakan dengan memperhatlkan

 tahapan, sebagai berikut :

o 1) mengenali tugas pokok dan fungsi SKPD;
- 2) mendata kegiatan yang dllaksanakan oleh SKPD;
~ 3) mendata informasi dan dokumen yang dlhasﬂkan

4) membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumenv



2 Pengkla81ﬁkas1an 1nforma81, mehputx

a Dalam proses . pengklasifikasian,’ lnforma81 dlbagl menjadl dua;f o
L keIompok yaitu 1nforma81 yang dlbuka untuk pubhk dan 1nforznas1 e

= - yang dlkccuahkan

b, Informasi yang dxbuka untuk pubhk dlkelompokkan berdasarkan' B
' subyek informasi sesuai dengan tugas pokok fung31 dan keglatan o -

- i setiap satuan kerja, meliputi :

N 1) Informasi yang bersifat berkala, yaitu 1nforma81 yang Wa_]lb .

dlsedlakan dan dlumumkan sccara berkala, mehputl
~ a) Profil” yang “meliputi - sepertl 'sejarah  singkat, struktur o

organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fung31, program~ o

_ kerja, dan Sebagamya, _' B

- .‘ﬂb) Informasi mengenai kegiatan dan kmerja SKPD Laporan"'-{_.k_

“Akuntabilitas Klnez]a, dan sebagamya,

o ‘c) Informa81 mengena1 laporan keuangan - R
| 'd] Informasi lain yang d1atur dalam ketentuan Peraturan PRSI

Perundang-unda.ngan

L ”‘e) Informasi yang lebih detﬂ atas permmtaan pemohon

“‘Informa81 yang Wa_llb d1umumkan, ya1tu informasi yang dapat:-:v" : f :ff‘ ‘
mengancam hajat hldup orang banyak dan keterkmtan umum,;_ o

mehputl

g a) Informa31 mengena1 bencana alam sepertl kekermgan

. kebakaran ‘hutan karena faktor ‘alam, hama penyakit -

tanaman, epldemlk ‘wabah, kejadian luar blasa, ke‘]adlan’:

’jantanksa, atau benda—benda angkasa, :

. v';b]'blnforma81 mengena1 tentang kcadaan bencana non—alam-{j:fjf; .

- seperti kegagalan industri atau teknologl,dampak industri,

" ledakan - nuklir, - penccmaran lmgkungan, dan keg1atan~ ) -

"fkeantanksaan, Y

¢ Bencana sosial sepcrtl kerusuhan sos1a1 konﬂlk soslal antar AT

o kelompok atau antar komunltas masyarakat dan teror;

o d} “Informa81 tentang _]enls, persebaran, ~dan daerah yang [

_ men_]adl sumber penyaklt yang berpoten31 menular

. e) Informasi tentang ‘racun pada bahan makanan yang' o

dxkonsumm oleh masyarakat dan/atau

. ) Hallain yang mengancam hajat h1dup Orahg banyak

) Informa81 pubhk yang Wa_]lb tersedla setlap saat mehputl

B a) Daftar seluruh informasi . pubhk yang berada di bawah"~

' penguasaan Pemerlntah Daerah ﬁdak termasuk 1nformasl | R

B yang dlkecuahkan

belakang pertlmbanganrlya,

Ea ) c) Selumh keblja}ﬁ?.n ya;}g ﬂd?f scri:a dokumen pen dukungnya, L

) Repcana kerip progran egiatan,  tormpsuk perklraanj

,nmg?maran tahuinan Pemerintah;

i 'Fe) - Perjanjian Pemcrmtah Daerah dengan plhak ketlga,

f) Informasi dan- kebgakan yang = disampaikan Pejabat .

- Pemerintah Daerah dalam pertemuan yang. terbuka Untuk A

-ﬁ_umum, R



g)

Prosedur kexja Pegawal Pemermtah Daerah yang berkaJtan
-dengan pelayanan masyarakat; dan/atau -

h) Laporan mengenai pelayanan akses informasi pubhk

sebagaimana = diatur 'dalam ketentua.n ‘Peraturan
Perundang-undangan. :

4) Informasi yang dxkecuahkan dalam pengelompokan informasi
yang dikecualikan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a)

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada .

Pemohon Informasi dapat menghambat proses penegakan
hukum, yaitu informasi yang dapat :

1) menghambat proses penyehdxkan dan penyldlkan suatu

tindak pidana;

~ .2) mengungkapkan identitas 'mforman, pelapor, saks1

b

dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3) mengungkapkan data intelijen kriminal = dan
- rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan
- dan penanganan segala bentuk kejahatan trans-nasional;

4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak

‘hukum dan/atau keluarganya, dan/atau membahayakan
keamanan peralatan sarana, dan / atau prasarana
penegak hukum.

Informasi Publik yang apablla dlbuka dan dlbenkan kcpada
Pemohon Informasi dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

- perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; o
Informasi Publik yang apablla dibuka dan diberikan kepada o

Pemohon Informasi dapat membahayakan pertahanan dan
keamanan negara, meliputi :

1) informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktlk dan
‘teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertahanan dan keamanan Negara, meliputi tahap
‘perencanaan, pelaksanaan, -dan pengakhiran atau
evaluasi dalam kaltan dengan ancaman’ dan dalam dan

v, - luar negcn v v
2) dokumen yang memuat tentang strategl, v 1nte11_]en,

operasi, - teknik, dan taktik yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
Negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan,
dan pengakhiran atau evaluasi;

3) Juinlah komposisi, dlSpOSlSl atau dlslokam kekuatan dan
~ kemampuan dalam pcnyclcnggaraan sistem pertahanan
dan ktamanan Negara, serta rencana pengembangannya,

4) gambai' dan data tentang 51tua51 dan keadqan pqngkalan ‘

dan/atau instalasi militer;

5) dafa perkiraan kemampUah militer dan pertahanan

? gara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau
~ihdikasi Negara tersebut yang dapat membahayakan

‘kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

‘dan/atau data terkait kexjasama militer dengan negara
lain yang disepakati dalam peganpan tersebut sebaga1

rahasxa atau sangat rahas:a, |



6) S1stem persandlan Negara dan/ atau

)

7) sistem intelijen Negara
Informasi Publik yang apabila dlbuka dan dlberlkan kepada

' Pemohon Informas1 dapat mengungkapkan kekayaan alam -

Indonesm,

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
‘Pemohon Informasi dapat meruglkan ketahanan ekonoml

nasional, mehputl

1) rencana ~awal pembehan dan pen_]ualan mata uang
 nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara;

. 2) rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan

model operaSI institusi keuangan;

~ 3) rencana awal perubahan suku bunga bank, plnjaman'

Pemerintah, perubahan pajak, tanf ‘atau pendapatan’ |
Negara/Daerah lainnya; .

" 4) rencana awal penjualan ‘atau pembehan tanah atau

properti;

-5} rencana awal mvestasx asmg,

6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuran31 atau |

lembaga keuangan lainnya; dan/atau

.7) hal-hal yang berka1tan dengan proses pcncctakan uang S
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon Informasi dapat meruglkan kepentmgan hubungan

- luar negeri, mehputl

1) posisi, daya tawar, dan strateg1 ya.ng akan dan telah
diambil oleh Negara dalam hubungannya dcngan» :
negosiasi internasional; . o

| 2) korespondenSI dlplomatlk antamegara, .

| 3) sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan B

dalam menjalankan hubungan internasional; dan/ atau

4) perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategls

8

',h)

- Pemohon Informa31 dapat mcngungkap raha31a pnbadx,. .

Indonesia di luar negeri.

;Informam Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan -
- isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhn' :

ataupun wasiat seseorang;
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada.

. meliputi :
- 1) riwayat dan kond131 anggota keluarga, o
~ 2) riwayat, kondlsl, dan perawatan pengobatan kesehatan ’

fisik dan psikis seseorang;

. 3) kondisi keuangan aset, pehdapatan dan rekemng bank =

seseorang;

- 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapablhtas,‘»

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan sescorang; S

'5) catatan yang mcnyangkut pnbadl ‘seseorang yang

berkaitan depg&m kegiatan satuan pendidikan formal dan
satuan penq} ;kan npn-fgrfnal, dan/ atau .




' 6) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau
intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

i) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang—undangan yang berlaku.

3. Prms1p-pr1nS1p ‘yang harus dlperhatlkan dalam mengelompokkan : | )
informasi yang dikecualikan, meliputi : -

- a.

h.

Ketat artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan
harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan
mengedepankan obyektlvxtas, o

. Terbatas artinya informasi yang dxkecuahkan harus terbatas pada ‘ -v
. informasi tertentu untuk menghlndan penafsxran yang subyektif

dan kesewenangan; »
Tidak mutlak artinya tidak ada mformam yang secara mutlak .

~dikecualikan ketika kepentmgan pubhk yang lebih besar

menghendalqnya

Pengecuahan harus melalui metode u_}l konsekuen31 bahaya yang _
mendasari penentuan suatu mformam harus dlrahasmkan apabila
informasi tersebut dibuka; '

Untuk lebih menjamin suatu mformgsx dapat dlbuka atau dltutup
secara obyektif, maka metode sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public

~interest test) yang mendasari penentuan informasi harus dltutup ‘

sesuai dengan kepentingan pubhk

Pengkla31ﬁka31an akses informasi ‘harus dlserta1 pcrtlmbanganj :
tertulis tentang implikasi informasi dari sisi pOhtlk ekonom1 o
sosial budaya, dan pertahanan keamanan; :

Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas, 3
diajukan oleh PPID SKPD dan/atau Badan Publik yang memiliki
kemandirian dalam mengelola kegiatan anggaran, dan
administrasi; ' :
Penetapan sebagaimana dxmaksud pada huruf d dllakukan melalui
rapat Tim Uji Konsekuensi. - -

4., Tahapan Pendokumentasian Informa81, mehpuu o
: a) Pendokumentasmn mformaSI dllakukan me1a1u1 tahapan sebaga.x ,

‘berikut :

1) Deskripsi dan dctenmna31 mformas1 setiap badan publik‘_
membuat rmgkasan untuk masing-masing jenis informasi;

2) Verifikasi informasi, setiap informasi dlvenfikamkan sesuai

“dengan jenis keglatannya, :

3) Otentifikasi informasi, dilakukan untuk menjamm keashanf
~ informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan KerJa,

4) Kodeﬁkam Informasi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

‘ a) Untuk  mempermudah pencarian 1nfonn_a81 yang R

- dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi;

b) Metode pengkodean ditentukan oleh masmg-masmg Satuan _ “
Kerja; | - |
c) Pcnataan dan Penyimpanan Informas1



5 Pelayanan Infonna31, mehputl

- Untuk memenuhi dan melayam perrnmtaan dan kebutuhan pemohon}. S

vv E, “informasi publik, PPID melalui Sekretariat PPID atau PPID SKPD i
" memberikan layanan langsung dan/ atau layanan melalm media cetak B

- dan elektronik, mehputl u L R . B
o B a Layanan informasi secara langsung yaltu layanan mformam pubhk

. yang dikategorikan wajib tersedxa setlap saat dengan mekamsme . -

pelayanan sebagaz benkut

1) Pemohon informasi datang ke Sekretanat PPID atau PPID SKPD o
dengan melamplrkan fotokop1 KTP pemohon dan Pengguna;'b. o

o 1nforma31

2) Petugas mémbenkan tanda buktl penenma permmtaan B

mforma31 pubhk kepada pernohon mforma31 publik; -

dltandatangam oleh pemohon 1nformasx publlk

L 3) Petugas ‘memproses permintaan ‘pemohon 1nforma31 pubhk”
- sesuai dengan prosedur permintaan informasi publik yang telah“* ce

o 4) Petugas memenuh1 perrmntaan informasi sesum dengan yang”r Cooed
-~ diminta oleh pemohon ' informasi, apablla 1nforma31 yang
~ diminta - termasuk  dalam kategori dikecualikan, PPID .
- menyampa]kan alasan sesua1 dengan ketentuan Peraturan’ L

Perundang-unda.ngan yang berlaku

L 5) Petugas memberikan Tanda Bukti PenYGrahan Informa31 Pub11va P

kepada Pengguna Informa31 Publik.

. v'i'Layanan mforma81 melalui med.ta ba1k onlme maupun cetak yaltuf

i informasi publik yang tersedla dan diumumkan secara berkala - .

: '_‘cetak/ clektromk yang tersedla,

| dllayam ‘melalui website Pemerintah Daerah dan/ atau medlaj e

»v_lcf::f."’:Terkalt dengan permasalahan teknis dokumentam, sepert.l besaranv‘ﬂ 3 o

L . volume, dimensi, dan kuantitas dari dokumen dan sebagainya,

'+ serta permasalahan teknis teknologi informasi, seperti kecepatan. - a S
. akses, keterbatasan bandwith, keamanan sistem, keberbatasan .

. serta kotak komentar, akan dlberlkan 1nforma31 atau dokumentasi *

' surat tercetak (print-out) ataupun melalul surat elektronik fe-mail} -
- dengan mencantumkan fotokopi - ‘identitas - diri (KTP), dengan
© disebutkan maksud dan tujuan . permmtaan serta JCl’llS, atau o
. cakupan mformas1 yang d1mohon, 2 Co S

“kapasitas hosting dan sebagainya, maka informasi melalui media
" elektronik melalui website, surat elektonik (e-mail) dan forum, = = =

. yang bersifat ringkas dan/atau rangkuman. - Sedangkan :
penmntaan lebih lengkap dapat melalm permintaan tertulis baik =~ <~

. Untuk menjamin keamanan dan efektxﬁtas Iayanan Peﬂnlntaan o

©- informasi publik melalui’ surat. elektromk ‘atau -e-mail akan R
RS _dJlayam, apabila pada“ hari. yang sama pemohon ‘melakukan -

, ‘konfirmasi dan verifikasi ulang mengenai informasi yang dimaksud HE
 melalui telepon atau pesan singkat, surat tertuhs atau faksimili =~ . - -

S kepada PPID, sebagai tanda bukti Pemohon Wa_}lb mclamplrkan'_“_ e

SRR status laporan (delivery report), kepada PPID;

akses: 1nforma81 melalm medla webszte dan/ atau surat elektromk:
(e-mazl) ’ - . R e :

Ketentuan sebaga1mana dlmaksud pada huruf ¢ dan’ huruf d " :
_juga berlaku untuk pemohon yang mengmmkan keberatanj_ e



6. Jangka Waktu Layanan Informasi, meliputi :

- a.

Proses penyelesaian untuk memenuhi permmtaan pemohon

informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 5;

. Penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

+ sejak permohonan informasi diterima melalui pemberitahuan

tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi
diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu
pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak;

Jika PPID membutuhkan perpanjangan - waktu, maka. o
selambat-lambatnya dalam 7 (‘I‘u_]uh) han kexja sejak tanggapan -
pertama diberikan; =

Jika permohonan informasi dltenma ' maka dalam surat

- pemberitahuan dicantumkan materi informasi yang diberikan,

. format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data

E tertulis, serta biaya akan dibebankan kepada pemohon informasi

apabila dibutuhkan wuntuk keperluan penggandaan atau

perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat B

. pemberitahuan - dicantumkan alasan penolakan berdasarkan
- ketentuan Peraturan Pemndang—undangan yang berlaku

a.

7. Penyelesalan Keberatan Informasi, mehputl

PPID Pemerintah Daerah tidak melayam penmntaan mforma31 .

~: publik  yang tidak sesuai dengan  ketentuan Peraturan

e

f.

Perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut :

1) PPID mempersiapkan daftar pemohon 1nforma31 yang akan
ditolak; :

2) PPID mengadakan rapat koordma31 dengan mehbatkan Tim UJI ‘
Konsekuen51, PPID SKPD, dan/atau pimpinan Badan Publik
 terkait, sctelah surat permohonan diterima oleh PPID; '

3) Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam benta -

‘acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat; R
4) Hasil keputusan rapat dldokumenta81kan secara baik. .
PPID Pemerintah Daerah memberikan tanggapan atas kebeifatan .
yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis; - »
PPID mempersiapkan daftar keberatan yang dlsampmkan' .
pemohon informasi; © ’

PPID mengadakan rapat koordinasi dcngan melibatkan Tim Uji
Konsekuensi, PPID SKPD, dan/ atau Badan Pubhk terkait, setelah
surat permohonan dlterlma PPID; ’

Hasil keputusan rapat koordmam dztuangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara balk

8. Tahapan Penyelesaian keberatan 1nfox°rﬁa31 sébagal berikut :

- a.

PPID menyiapkan bahan- Hahan terkaxf keberatan dan sengketa o

-~ informasi;

b

PPID menyusun kajlan g{ain p’ertlmbangan hukum untuk
disampaikan kepada atasaf PID; > :

Pada saat keberatan dan sengketa mformam berlanjut ke Komisi N
Informasi, PTUN, dan MA, h‘}éka PPID melgkukan pendampmgan

._ hukum untuk penye}esman séhgketa mforma81



;fmmAPORAN L ~ R D
1. PPID. Pemerintah Daerah menyampalkan Iaporan pelaksanaan tugas“ -
.+ satuan Kkerja ' pengelola informasi dan dokumenta51 Pemenntah} S

o Daerah kepada Bupati melalm Sekretarls Daerah. - S
- 2..PPID SKPD menyampa.lka.n laporan pelaksanaan pelayanan mformas;_ o
o kepada PPID Pemerintah Daerah, meliputi : - o e

“a. Jumlah permmtaan 1nforrn331 yang dltenma

N o b. ;Waktu yang dlperlukan dalam memenuh1 >sct1ap perrmntaan'

e Jumlah péfnbenan . da.n | penolakan permmtaan ianMaSi, SR
dan/ atau alasan penolakan permmtaan mforma51 T

1 'Blaya yang dlumbulkan aklbat pelaksanaan tugas pada Satuan Kelja_ S
. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi | Pemerintah - Daerah. SR
dlbebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. P L
R . Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas pengelolaan,iu L v
B »dokumentam, dan- pelayanan informasi pada badan pubhk BUMD_' PR
-~ - dibebankan kepada badan publik BUMD. : ‘ R
3. Blaya yang d1t1mbulkan . akibat pengadaan, penyerahan, S
" penggandaan, dan pengiriman mforma81 kepada pemohon 1nformasr R
o dlbebankan kepada plhak pemohon o . -

,7*3PENUTUP S L , R
Hal hal yang belum dlatur dalam Peraturan Bupau ini sepanjang-" -
IR I:mengenal teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh masing-masing Badan

TR T-';Pubhk sesua1 dengan ketentuan Peraturan Pcrundang—undq;pgap: yang

- guulyatMONO



[ 4

A, SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI o

~ LAMPIRAN I | | .
'PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR2\TAHUN 20 13

 TENTANG o | o
" PEDOMAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN  INFORMASI

DOKUMENTASI.

(PPID) SKPD
No.] =~ 'SKPD | ~~ PPID SKPD
1 |SKPD setingkat Badan Sekretaris Badan
2 |SKPD setingkat Dinas " |Sekretaris Dinas
| 3 |SKPD setingkat Kantor | - |Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5 [Sekretariat DPRD Kepala Bagian Umum
| 6 |Inspektorat - |Sekretaris Inspektorat
7 |Komisi - |Sekretaris Komisi
8 |Sekretariat Daerah " |Kepala Bagian Umum |
| o |saTPOLPP * |Kepala Sub Bagian Tata Usaha
10 |BLUD . |Kepala Bagian Tata Usaha
11 {Kecamatan = Sekretaris Camat
12 |Kelurahan , ' |Sekretaris Lurah
13 |Pemerintah Desa =~  |Sekretaris Desa

; =

'B. SUSUNAN TIM vJI KONSEKUENSI SATUAN PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI
No. | . “TIM UJI KONSEKUENSI
Inspektur
2 [Kepala Dinas Pendapatan ~ Pengelolaan
- '{ Keuangan, dan Aset Daerah - L '
3 | Kepala Dinas Perhubungan, Komumkas1, dan
~ | Informatika selaku PPID o
4 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah -
5

Kepala Bagian Pengolahan Data Elektromk
Sekretariat Daerah .




C. SUSUNAN  SEKRETARIS PPID DAN PPID PEMBANTU SATUAN
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR | -

No. - JABATAN TIM JABATAN DALAM SKPD

1 |SekretarisPPID =~ |Kepala Bidang Komunikasi dan
- : ’ v Informatika Dishubkominfo

2 |PPID Pembantu Bagian |Kepala Sub Bagian -
| Pengelolaan ~ Data  dan | Pengembangan Sistem Informa31
Diseminasi Informasi Publik | Bagian PDE Sekretariat Daerah

3 |PPID Pembantu Bagian|Kepala Seksi Informasi dan|
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